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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian merupakan salah satu penyebab dan cara 

berakhirnya suatu perkawinan yang diprakarsai oleh seorang 

suami. Talaq dalam bahasa berarti mengendurkan dan 

melepaskan tali. Di sisi lain, menurut istilah Talak itu berarti 

memutuskan ikatan perkawinan dan menjalankan iddah, melalui 

talak ba’in atau talak raj’i dengan ucapan tertentu.
1
 

Kata talak sudah ada sebelum Islam hadir. Syara' tidak 

lagi secara khusus menyempurnakannya atas umat ini. Orang 

bodoh menggunakannya untuk mengurangi beban, tetapi dibatasi 

hingga 3 kali. Urwah bin Zubair meriwayatkan hadist: 

“Perceraian suami terhadap istri tidak ada batasan dan hukum 

bilangan talak yang di ucapkan, apabila suami melakukan talak 

pada istrinya kemudian pada saat masa tunggunya sebentar lagi, 

dan sang suami melakukan ucapan talak lagi, dilakukan secara 

                                                 
1
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berulang dengan niatan untuk menyakiti hati sang istri, maka 

turunlah ayat: 

 الطلاق مرتان
 
Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. (QS. Al-Baqara 

(2):229)
2
 

Para ulama fiqh tidak sepakat dengan hukum perceraian. 

Beberapa dari mereka melarang Talak kecuali ada alasan yang 

baik (Syariah). Perceraian adalah bagian dari mengingkari nikmat 

Allah, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT. 

Perceraian haram dilakukan  kecuali dalam keadaan darurat. 

Jika ada salah paham antara seorang pria dan seorang 

wanita dan mereka tidak lagi saling mencintai sehingga 

menyebabkan konflik di rumah yang mengarah pada talak atau 

perceraian, maka tidak ada hubungan antara pria dan wanita 

karena talak, tetapi wanita menjalani kewajiban iddah, dan pada 

itu suami harus memberikan hak materi kepada istri ketika 

melakukan masa iddah. Tunjangan tanggungan Iddah wajib 

diberikan kepada ibu hamil (Iddah). Seorang wanita dengan 

                                                 
 

2
 Enang Sudrajat, dkk., Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), h. 36. 
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beriddah raj'i memiliki hak untuk mempertahankan haknya dalam 

menerima nafkah. berdasarkan firman Allah dalam ayat 6 Surat 

Thalaq. 

Tempatkan mereka (perempuan) di tempat Anda tinggal 

dan jangan khawatir menyempitkan mereka (hati mereka) sesuai 

dengan kemampuan Anda. Dan jika mereka hamil, beri mereka 

makan sampai mereka melahirkan, dan jika mereka menyusui 

anak anda, beri mereka upahnya. Dan diskusikan semuanya 

dengan baik di antara Anda, jika ada masalah, wanita lain dapat 

menyusui bayinya. 

Bagian ini mewajibkan suami untuk menyediakan tempat 

tinggal bagi istrinya. Jika Anda wajib memberikan tempat 

tinggal, Anda juga wajib memberikan nafkah.Karena tempat 

tinggal itu mengikuti ketentuan pemberian nafkah. 

Dalam kasus penitipan uang akibat thalaq mut’ah&iddah 

ke pihak Pengadilan Agama Serang telah terjadi, yaitu penitipan 

uang yang di lakukan oleh pihak pengadilan. Pada umumnya 

aqad itu harus langsung tidak boleh dititipkan sehingga kewajiban 

tersebut sampai ditangan istri yang berhak menerimanya. 
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Dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban timbal 

balik antara laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kewajiban 

suami untuk menjaga istrinya. Ketika suaminya kaya, itu 

melibatkan menyediakan semua kebutuhan dasar seperti mencari 

makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan obat-obatan. 

Kewajiban ini ditentukan oleh kesepakatan Al-Qur'an, As-

Sunnah, dan para ulama.
3
 

Ijma menyuruh suami untuk memberikan nafkah kepada 

istri karena jika suami sudah baligh dan istri tidak nusyuz, maka 

wanita yang nusyuz itu tidak berhak mendapat nafkah dari 

suaminya. Allah Berfirman dalam Qur’an surah An-Nisa:34
4
 

ُ بعَۡضَهمُۡ عَهىََّٰ  مَ ٱللََّّ مُىنَ عَهىَ ٱنىِّسَاءِٓ بمَِا فضََّ جَالُ قىَََّّٰ ٱنرِّ

تٞ  فظََِّٰ تٌ حََّٰ ىتََِّٰ تُ قََّٰ هحََِّٰ نهِِمۡۚۡ فٱَنصََّّٰ بعَۡضٖ وَبمَِآ أوَفقَىُاْ مِهۡ أمَۡىََّٰ

تيِ 
ُۚۡ وَٱنََّّٰ تخََافىُنَ وشُُىزَههَُّ فعَِظىُههَُّ نِّهۡغَيۡبِ بمَِا حَفظَِ ٱللََّّ

وههَُّ فيِ ٱنۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبىُههََُّّۖ فإَنِۡ أطَعَۡىكَُمۡ فَلََ وَٱهۡجُرُ 

ا   ا كَبيِرّٗ َ كَانَ عَهيِّّٗ ۗ إنَِّ ٱللََّّ  ٤٣تبَۡغُىاْ عَهيَۡهِهَّ سَبيِلَا
 

                                                 
3
Nurul Huda Binti Abdul Razak, “Nafkah Masa Iddah Menurut 

Perspektif Fikih dan Implementasinya  dalam  Enakmen Keluarga Islam” 

(Skripsi Program Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h.13. 
4
Syeh Muhammad bin Umar An Nawawi, Uqudulijain, Etika 

Berumah Tangga, penterjemah Afif Bustomi, dan Masyhuri Ikhwan (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2000), h. 33. 
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“Laki-laki adalah pemimpin perempuan karena Allah  

melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) dari sebagian lainnya 

(perempuan) dan  mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari 

hartanya. Oleh karena itu, wanita yang taat adalah wanita yang 

mengikuti Tuhan dan menjaga dirinya sendiri ketika dia tidak 

memiliki suami karena Tuhan telah menjaganya. Para nusyuz 

wanita yang Anda khawatirkan kemudian menasihati mereka dan 

membagi mereka di tempat tidur mereka dan memukul mereka. 

Jika mereka mematuhi Anda, jangan ganggu mereka. Lihatlah, 

Allah itu tinggi dan besar.”(Q.S.An-Nisa: 34).
5
 

Laki-laki sebagai pemimpin perempuan berarti suami 

harus mampu mengatur dan mengurus kebutuhan istrinya, 

termasuk mendidik kepribadiannya. Allah mengutamakan laki-

laki daripada perempuan karena laki-laki (suami) memberikan 

harta kepada perempuan (istri)  seperti nafkahdanmas kawin.  

Islam menyatakan bahwa suami harus mendukung Iddah 

istrinya selama periode Iddah, asalkan tidak ada nusyuz dan 

alasan lain untuk mencegah tanggungan tersebut kepada sang 

istri, menafkahi istri menjadi kewajiban bagi mereka (suami). 

Ada masa tunggu setelah perceraian antara suami dan 

istri. Ini dikenal sebagai iddahuntukistri. Selain harus melalui 

masa iddah, istri yang  diceraikan  suaminya juga berhak atas 

haknya, yakni menerima nafkah iddah dan mut’ah. Berdasarkan 
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uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna 

menyusun skripsi dengan judul Penitipan Uang (Nafkah) 

Akibat Thalaq (Mut’ah & Iddah) ke Pihak Pengadilan 

Agama Serang Dalam Perspektif Hukum Islam (Putusan 

Hakim Nomor 405/Pdt.G/2021/PA.Srg) 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan 

beberapa pokok permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Mekanisme Pemberlakuan Penitipan 

Uang Nafkah Berdasarkan Aturan Hukum? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam 

Pemberlakuan Uang Nafkah Akibat Thalak? 

3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang 

Penitipan Uang Akibat Thalak ? 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian-nya 

mengenai Penitipan Uang Akibat Thalaq (Mut’ah & Iddah) ke 

Pihak Pengadilan Agama Serang dalam Perspektif Hukum Islam. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemberlakuan Penitipan 

Uang Nafka Berdasarkan Atura Hukum. 

2. Untuk mengetahui  Pertimbagan Hakim Dalam Pemberian 

Uang Nafkah Akibat Thalak. 

3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang 

Penitipan Uang Akibat Thalaq. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan manfaat 

yang signifikan yang meliputi 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi 

referensi mahasiswa yang melakukan  kajian terhadap Penitipan 

Uang Akibat Thalaq (Mut’ah & Iddah) ke pihak Pengadilan 

Agama Serang dalam Perspetif Hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan bahwa tahapan Penelitian serta hasil 

penelitian yang diperoleh dapat menjadi sumber inspirasi dan 
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sekaligus menambah  khazanah keilmuan tentang Penitipan Uang 

AkibatThalaq  (Mut’ah & Iddah) ke Pihak Pengadilan Agama 

Serang dalam Perspektif Hukum Islam. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil penemuan 

penelitian yang dahulu dan relevan, sehingga menimbulkan 

gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan  penulis 

lakukan. Penelitian tersebut adalah:
6
 

Nama 

penulis/judul/perguruan 

tingi/tahun  

Subtansi penelitian Persamaan Perbedaan 

Ade Ilma Auliana 

(10100110492)/ 

Pemberian Nafkah 

Iddah dan Mut’ah 

Perkara Cerai Talak di 

Pengadilan Agama 

Sungguminasa/ fakultas 

Hukum Alaudin 

Makasar/2018. 

Undang-undang 

perkawinan 

menjelaskan 

tentang  putusnya 

serta akibatnya 

apabila terjadi 

perceraian 

khusunya cerai 

talak dimana suami 

mewajibkan 

memberikan 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan yang 

penulis bahas 

yaitu  membahas 

tentang 

bagaimana 

pemberian nafkah  

iddah & Mut’ah 

di Pengadilan 

Agama.  

Peneliti yang 

terdahulu  lebih 

menfokuskan 

bagaimana 

Pertimbangan 

Hakim dalam 

Memutuskan 

Pemberian 

Nafkah Mut’ah 

Pada Perkara 

Cerai Talak ( 

                                                 
6
Ilma Auliani, “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Perkara Cerai 

Thalak di Pengadilan Agama Sungguminasa” (Skiipsi Program Sarjana , UIN 

Alaudin Makasar, 2018) 
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nafkah kepada 

mantan istri dalam 

pasal 41 huruf (c) 

BAB VIII 

menjelaskan bahwa 

akibat putusnya 

perkawinan karena 

perceraian ialah 

pengadilan dapat 

mewajiban kepada 

bekas suami untuk 

memberikan biaya 

penghidupan atau 

menentukan 

sesuatu kewajiban 

bagi bekas istri. 
7
 

Putusan NO 

13/Pdt.G/2017/P

A.Sgm). 

sedangkan 

dalam penelitian 

skripsi yang 

saya tulis yaitu 

Penitipan Uang 

Akibat Talaq 

Mut’ah&Iddah 

ke Pihak 

Pengadilan 

Agama Serang 

Dalam 

Perspektif 

Hukum Islam. 

Nurul Huda Binti 

Abdul Razak 

(107044103847)/Nafkah 

Masa Iddah Menurut 

Perspektif Fiqih dan 

Implementasinya Dalam 

Keluaraga 

Islam/Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas 

Islam Negeri 

Hidayatullah 

Jakarta/2009 

Menurut Enakmen 

Keluarga Islam 

Perak dalam 

seksyen 72 (1) 

mengatakan: 

sesungguhnya 

perempuanyang 

diceraikan adalah 

berhak tinggal 

dirumah, dimana 

dia biasa tinggal 

semasa dia 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan yang 

penulis bahas 

yaitu membahas 

tentang 

pemberian nafkah 

iddah. 

 Peneliti 

terdahulu ini 

membahas 

tentang Nafkah 

Masa Iddah 

Menurut 

Pespektif Fiqih 

dan 

Implmentasinya 

dalam Keluarga, 

skripsi ini lebih 

mengedepankan 

                                                 
7
Nurul Huda Binti Abdul Razak, “Nafkah Masa Iddah Menurut 

Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enakmen Keluaga Islam” 

(Skripsi Prrogam Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). 
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berkawin selagi 

suami tidak 

mendapatkan 

tempat tinggal yang 

lain untuknya.  

pada bagaimana 

implementasiny

a terhadap 

keluarga, 

sedangkan 

penelitian 

skripsi yang 

saya tulis yaitu 

Penitipan Uang 

Akibat Talaq 

Mut’ah&Iddah 

ke Pihak 

Pengadilan 

Agama Serang 

dalam Perspektif 

Hukum Islam. 

Muhlika Nur 

Prahandika 

(21113010)/Penetapan 

Kadar Nafkah Iddah 

dan Mut’ah oleh Hakim 

Pada Cerai Talak di 

Pengadilan Agama 

Salatiga/Fakultas 

Syari’ah Institut Agama 

Islam Negeri 

Salatiga/2018. 

Cerai talak sesuai 

dengan  ketentuan 

pasal 149 KHI, 

bahwa suami 

berkewajiban 

memberikan biaya 

penghidupan bagi 

mantan  istrinya 

berupa nafkah 

iddah 

maupunmut’ah. 

Dalam menentukan 

kadar biaya 

penghidupan tidak 

ada aturan yang 

jelas terhadap 

Persamaan 

penelitian ini 

dengan  yang 

penulis bahas 

yaitu membahas 

tentang nafkah 

iddah dan mut’ah 

di Pengadilan 

Agama. 

Peneliti 

terdahulu lebih 

memfokuskan 

pada Penetapan 

Kadar Nafkah 

Iddah dan 

Mut’ah Oleh 

Hakim Pada 

Cerai Talak di 

Pengadilan 

Agama Salatiga, 

pada penelitian 

ini lebih fokus 

bagaimana 

kadar nafkah 

yang harus 
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penetapan kadar 

nafkah iddah dan 

mut’ah. Hal 

tersebut merupakan 

hak hakim untuk 

berijtihaddalam 

menetapkan kadar 

nafkah iddah dan 

mut’ah. 

diberikan oleh 

seorang suami 

kepada seorang 

istri yang di 

tetapkan oleh 

Pengadilan 

Agama Salatiga 

Tersebut, 

sedangkan 

dalam penelitian 

skripsi yang 

saya  tulis yaitu 

Penitipan Unag 

Akibat Talaq 

Mut’ah&Idddah 

kePihak 

Pengadilan 

Agama Serang 

dalam 

Perspspektif 

Hukum Islam.  

 

 Berdasarkan tujuan diatas, peneliti berkeinginan untuk 

membahas tentang penitipan uang (nafkah) akibat talak 

(mut’ah&iddah) ke pihak Pengadilan Agama Serang dalam 

perspektif hukum Islam. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Pemikiran dan konsepsi manusia adalah anak-anak usia 

lanjut yang lahir dan dibesarkan dalam berbagai situasi sejarah 

yang terpengaruh. Ide dan konsep manusia tentang negara hukum 

juga lahir dan berkembang dalam konteks sejarah. Negara hukum 

dianggap sebagai istilah universal, tetapi sebenarnya memiliki 

karakteristik yang berbeda. Hal ini disebabkan pengaruh keadaan 

sejarah di samping pengaruh falsafah nasional dan ideologi 

nasional. Berdasarkan hal tersebut, konsep negara hukum muncul 

secara historis dan praktis dalam berbagai model seperti negara 

hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, nomoklasi Islam, dan negara 

hukum dengan konsep benua Eropa (rule of law). Konsep 

legalitas sosialis dan konsep Konstitusi dari Pancasila. Pengertian 

negara hukum ini, seperti halnya Indonesia, memiliki dinamika 

sejarahnya sendiri. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam 
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pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi kabupatn dan kota mempunyai pemerintah 

daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
8
 

Secara etimologis, pernikahan berarti menjaga hubungan 

antara seorang pria dan seorang wanita (`aqdu attazwij) atau 

melakukan hubungan seksual dengan istrinya (wathu`u 

alzaujah).
9
 

Hukum keluarga pada dasarnya memuat berbagai 

peraturan tentang perkawinan dan segala akibat hukum yang 

ditimbulkannya. Dalam definisi lain, Tahir Mahmud 

mendefinisikan hukum keluarga sebagai asas hukum   yang 

berlaku atas dasar kepatuhan beragama yang berkaitan dengan: 

Aspek agama yang berkaitan dengan hukum keluarga, 

perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, pekerjaan rumah 

tangga, mahar warisan, perlindungan, dll diterima secara umum. 

                                                 
8
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Depok: Rajawali Pers, 

2018), h. 17. 

 
9
Sohari, Hadits Ahkam, (Cilegon: CV. Wahyu Grafika Family, 2008), 

h.110. 
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KUHPer (BW) menganut konsepsi perkawinan perdata, 

artinya menurut BW suatu perkawinan itu adalah  sah bila telah 

dilangsungkan berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah 

memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh undang-undang. 

Hal ini dapat dibuktikan dari isi pasal 26 BW yang berbunyi: 

”undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam 

hubungan-hubungan nya perdata”. 

Undang-undang Republik Indonesia NO 16 Tahun 2019 

perubahan atas Undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan: 

Pasal 7 

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria 

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi 

kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak 

disertai buktu-bukti pendukung yang cukup. 
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3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat 

kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan.  

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau 

kedua orang tua calon mempelai sebagaimna dimaksud 

dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan 

mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dengan tidak  mengurangi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
10

 

Adapun konsep perkawinan di antaranya: 

1. Hubungan atau ikatan  antara seorang pria dan seorang 

wanita.  

2. Dalam waktu yang sama menjadi suami-istri (prinsip 

monogami).  

3. (seumur hidup) bertujuan untuk menciptakan keluarga 

atau rumah tangga yang kaya, bahagia, stabil.   

4. Didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha kuasa. 

                                                 
10

“ https://www.jogloabang.com/UU 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas UU  1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

https://www.jogloabang.com/UU
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Perkawinan pada umumnya bermula pada hukum 

hak dan kewajiban. Pertama hak dan kewajiban pasangan 

suami istri, kedua hak dan kewajiban suami istri terhadap 

anak, ketiga hubungan hukum, dan ketiga orang tua 

saudara kandung atau orang lain..
11

 

Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa dalam 

persekutuan perdata, hak dan status seorang istri dibandingkan 

dengan hak dan status suami dalam masyarakat, dan masing-

masing pihak berhak untuk melakukan tindakan hukum:
12

 

1. Suami wajib melindungi istrinya dan, jika mungkin, 

menyediakan semua sumber anggaran yang 

diperlukan. 

2. Istri berkewajiban untuk menjalankan rumah tangga  

3. Jika pasangan melanggar kewajiban mereka, mereka 

bisa pergi ke pengadilan. 

 

 

                                                 
11

Ridwan Halim, Hukum Perdata dalam tanya jawab,(Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1986), h.35. 
12

Fitri Gamelia Harahap, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Permohonan Nafkah Madiyah Pekara Cerai Gugat, Pogram 

Sarjana, UIN SMH Banten, Banten, 2019), h. 28. 
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Allah Swt berfirman. Q.S. An-Nisa: 19 

 

ٓأيَُّهاَ ٱنَّذِيهَ ءَ  اَّۖ وَلََ يََّٰ امَىىُاْ لََ يحَِمُّ نكَُمۡ أنَ ترَِثىُاْ ٱنىِّسَاءَٓ كَرۡهّٗ

ٓ أنَ يأَۡتيِهَ  تعَۡضُهىُههَُّ نتِذَۡهبَىُاْ ببِعَۡضِ مَآ ءَاتيَۡتمُُىههَُّ إلََِّ

بيَِّىةَٖۚۡ وَعَاشِرُوههَُّ بٱِنۡمَعۡرُوفِۚۡ فإَنِ كَرِهۡتمُُىههَُّ  حِشَةٖ مُّ بفََِّٰ

ٓ أنَ تكَۡرَهُ  ُ ىاْ شَيفعََسَىَّٰ ا فِيهِ ا وَيجَۡعَمَ ٱللََّّ ا كَثيِرّٗ  خَيۡرّٗ
 

 “Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu 

mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

KembaliSebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. 

Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika 

kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh 

jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

kebikan yang banyak kepadanya.” (Q.S. An-Nisa:19).
13

 
 

Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya 

berkewajiban untuk  melakukannya, mengingat bahwa hal 

tersebut merupakan bagian apa yang dimaksud dalam ayat di atas. 

Itulah sebabnya Ibnu Abbas r.a berkarta: 

 اني احب ان اتز ين لا مر اتي كما تحب ان تتز ين لي معنا ذلك

                                                 
 
13

Enang Sudrajat, dkk., Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur’an dan Terjemahannya,..., h. 19. 
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“Maksud dari cara yang ma’ruf itu ialah , bahwa saya senang  

berdandan demi istri saya, sementara diapun senang berdandan 

demi diri saya.”
14

 

Di luar itu, kami perlu menyebutkan hal lain di sini. 

Dengan kata lain, laki-laki, memiliki kelebihan dibandingkan 

perempuan. Hal ini berkaitan dengan hak-hak suami yang 

diperoleh atas risiko suaminya sendiri dengan mengamankan 

mahar dan nafkah istrinya. Di dalam hubungan itu, suami berhak 

atas ketaatan istri. Oleh karena itu, istri harus mentaati suaminya 

sehubungan dengan tanggung jawabnya untuk mewujudkan dan 

memelihara kepentingan istrinya, di samping kesejahteraan 

melalui suaminya. 

Selain itu, Nabi Muhammad saw. Di sini ia menganggap 

istri yang lemah sebagai tawanan, karena pada dasarnya mereka 

diatur oleh suami meski dilakukan di rumah mereka,. Namun 

tahanan yang satu ini tidak sama dengan tahanan biasa. Dalam 

riwayat lain, Nabi Muhammad (SAW) menegaskan bahwa 

istrinya adalah hadiah dari Allah SWT. Ini menuntut banyak 

                                                 
14

Syeh Muhammad bin Umar An Nawawi, Uqudulijain,  Etika 

Berumah Tangga, Penterjemah Afif Busthomi, dan Masyhuri Ikhwan ..., h.11. 
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tanggung jawab dari suaminya. Jika seseorang menerima titipan 

yang sangat mulia, berarti ia menerimanya sebagai amanah dari 

Allah SWT.
15

 

Administrasi perkawinan memiliki dua pengertian: (1) 

administrasi dan (2) perkawinan.  

Administrasi adalah seluruh proses pelaksanaan 

keputusan terorganisir yang dibuat oleh dua orang atau lebih 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perkawinan telah 

menjadi sistem yang sangat penting dalam masyarakat. Adanya 

sistem ini untuk melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan 

perempuan. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang 

sangat penting dalam perkawinan, karena pencatatan perkawinan 

merupakan prasyarat pengakuan nasional.
16

 

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan hukum pencatatan 

perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 

  tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujukan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, Perceraian, 

                                                 
15

Syeh Muhammad bin Umar An Nawawi, Uqudulijain,  Etika 

Berumah Tangga, Penterjemah Afif Busthomi, dan Masyhuri Ikhwan, ..., h.13.  
16

Aden. Rosadi, Hukum Dan Administrasi Perkawinan, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media , 2021), h..29. 
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dan Rujukan). Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, 

Perceraian, dan Rujukan menyatakan bahwa: “Perkawinan yang 

ditandatangani menurut Islam diawasi oleh seorang pencatat atau 

pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Perceraian dan 

pemindahan secara Islam diberitahukan kepada pencatat.
17

 

Takrif talak menurut bahasa Arab adalah “melepaskan 

ikatan”. Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan 

pernikahan. 

Pada umumnya tujuan pernikahan itu adalah: 

a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. 

b. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah 

tangga dan keturunan. 

c. Sebagai tali yang sangat kuat untuk mempererat ikatan 

persahabatan antara saudara laki-laki (suami) dan saudara 

perempuan (istri), hubungan tersebut memberikan jalan 

bagi kelompok untuk melayani ras lain.
18

 

                                                 
17

M. Zamroni, Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Pekawinan di 

Indonesia , (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h. 12. 
18

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo,2018), h. 401. 
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Jika hubungan antara kedua suamiistri gagal mencapai 

tujuan ini, itu mengarah pada pemisahan kedua keluarga. Tanpa 

kesepakatan antara seorang pria dan seorang 

wanita,membukaoleh kebenaran Tuhan Yang Maha Esa untuk 

keluar dari semua kesulitan ini, yaitu pintu perceraian. 

  Perceraian atau talak pada dasarnya diperbolehkan oleh 

hukum Islam, tetapi tidak disukai oleh Allah, perceraian adalah 

pilihan terakhir untuk bepergian ketika Anda tidak dapat lagi 

mempertahankan kehidupan keluarga Anda. Islam menunjukkan 

bahwa upaya perdamaian harus dilakukan antara para pihak 

sebelum perceraian, karena ikatan pernikahan adalah ikatan yang 

paling suci dan terkuat. Setelah perceraian, wanita itu harus 

menunggu. Ini sering disebut iddah. 

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada 

seorang istri. Hukum memberikan nafkah merupakan wajib. 

Dalam Al-Qur’an dalam surah  Al-Baqarah  ayat 233 dan dalam 

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban 

seorang suami memberikan nafkah  tercantum dalam Pasal 34 

ayat 1  
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“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemapuannya.” 

Dalam Hadits juga dijelaskan bahwa yang artinya: 

Aisyah r.a. berkata, ”Hindun binti Utbah, istri Abu 

Sufyan, menghadap Rasulullah Saw. Dan berkata, “Wahai 

Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki yang kikir, tidak 

memberi aku nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anaku 

kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah 

demikian itu termasuk dosa?” Rasulullah Saw. Bersabda. 

“Ambillah hartanya denga baik, yang cukup untukmu dan anak-

anakmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
19

 

 

Dari uraian tersebut banyak sekali permasalahan-

permasalahan tentang nafkah sehingga membuat penulis tertarik 

untuk membahas persoalan tentang nafkah ini dalam bentuk 

skripsi.   

 
H. Metode Penelitian 

Karya tulis ilmiah ini agar terarah dan terstruktur dalam 

penyusunan penulisannya maka dalam penulisan ini 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

 

                                                 
 

19
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Marram dan 

Penejelasannya, Penterjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2000), h. 549. 
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1. Pendekatan dan Jenis penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

  Di samping teknik yang penulis gunakan penelitian ini 

juga menggnakan metode penekatan kasus (case Approach), 

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan 

hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. 

b. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian lapangan yang harus terjun langsung 

kelapangan. 
20

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini menggunakan teknik observasi 

partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi: 

a. Observasi adalah metode pengumpulan bahan 

informasi melalui pengamatan sistematis dan 

pencatatan fenomena yang diamati. Observasi tidak 

                                                 
20

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186. 
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hanya digunakan untuk kegiatan evaluasi, tetapi juga 

untuk penelitian, khususnya penelitian kualitatif.
21

 

b. Wawancara adalah metode penggalian data yang 

paling banyak digunakan baik untuk tujuan praktis 

maupun ilmiah, terutama dalam penelitian sosial 

kualitatif. Wawancara adalah percakapan tatap muka 

dan tatap muka dengan tujuan tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan (interviewer) dan orang yang 

diwawancarai yang menjawab pertanyaan (resource 

person). 

c.  Dokumentasi adalah pengumpulan data yang 

dilakukan untuk memberikan dokumentasi dengan 

bukti yang akurat dari rekaman sumber informasi 

tertentu dari suatu karangan/tulisan. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data sejarah, struktur 

organisasi, data Pengadilan Agama Serang, dan data 

pengadilan lainnya yang berkaitan dengan penyidikan. 
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Muhammad Ilyas Ismail, Evaluasi Pembelajaran,(Depok: Rajawali 

Pers, 2020), h. 130. 
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3. Teknik Penulisan 

Penulisan skripsi ini didasarkan pada buku pedoman 

penulisan skripsi ilmiah di Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020. 

 Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an ini diambil dari Al-Qur'an 

Book'one dan terjemahannya yang diedit oleh Kementerian 

Agama Republik Indonesia. 

Hadits dari kitab hadits yang berhubungan dengan mata 

pencaharian. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BABII  Kondisi Obyektif  Pengadilan Agama Serang, 

yang terdiri atas: Sejarah Pengadilan Agama Serang, Visi dan 
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Misi Pengadilan Agama Serang, Ruang Lingkup 

Wewenang,Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang. 

BAB III Tinjauan Hukum Islam tentang Thalak dan 

Nafkah, yang terdiri atas: Pengertian Talak, Macam-macam 

Talak, Rukun dan Syarat Talak, Dasar Huku Thalak. Nafkah Istri 

akibat Cerai Talak, yang terdiri dari pengertian Nafkah, Dasar 

Hukum Kewajiban Nafkah Istri yang di Cerai Talak, dan Macam-

macam Nafkah Istri yang di CeraiThalak , yang terdiri Nafkah 

Mut’ah & Iddah. 

BAB IV Perspektif Hukum Islam Tentang Penitipan Uang 

Akibat Thalaq (Mut’ah & Iddah) di Pengadilan Agama Serang, 

yang terdiri atas: Mekanisme Pemberlakuan Penitipan Uang 

Nafkah Berdasarkan Aturan Hukum,  Pertimbangan Hakim dalam 

Pemberian Uang Nafkah Akibat Thalak, dan Perspektif Hukum 

Islam Tentang Penitipan Uang Akibat Thalak. 

BAB V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

  

 


